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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 70 TAHUN 2014

TENTANG

STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN

PENERBANGAN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan
dan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di
lingkungan Akademi Teknik dan Keselamatan
Penerbangan Makassar, perlu membentuk Statuta
Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan
Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia tentang
Statuta Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan
Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5007);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi
(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5310);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);
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12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi
Teknik dan Keselamatan Penerbangan;

14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang
Petunjuk Teknis Transparasi dan Akuntabilitas Dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26
Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi Di
Indonesia Dengan Perguruan Tinggi Atau Lembaga
Lain Di Luar Negeri;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 2009;

17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
AparaturNegara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008
tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis
Kementerian dan Pusat Pemerintah Non Kementerian;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85
Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta
Perguruan Tinggi;

19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Yang
Diselenggarakan oleh Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun
2013;

21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
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49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan
Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STATUTA AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN MAKASSAR.

BAB I

MUKADIMAH

Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan upaya
mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia
seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki wawasan pengetahuan yang
luas, terampil, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap, mandiri,
bertanggung jawab, bermasyarakat dan berbangsa, serta berdasarkan
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua
samudera, terdiri dari 17.508 pulau, merupakan negara yang mempunyai
pulau terbanyak di dunia dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga
menjadikan peranan penerbangan menjadi sangat penting dan vital dalam
mendukung kelancaran angkutan penumpang dan/atau distribusi barang
ke seluruh pelosok tanah air. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas
tersebut, diperlukan dukungan sumber daya manusia penerbangan yang
berkualitas, kompeten dan profesional. Dengan demikian peranan lembaga
pendidikan dan pelatihan penerbangan menjadi sangat penting dan
strategis.

Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan sebagai perguruan tinggi
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa
cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu di bidang
penerbangan diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan
handal di bidang penerbangan, yang memenuhi standar, serta mampu
bersaing dalam pasar global. Untuk itu, kepada peserta didik dibekali
kemampuan, keahlian, dan disiplin sesuai dengan standar nasional dan
internasional.

Menyadari betapa besar amanat yang diemban dalam melaksanakan
pendidikan dan pelatihan, perlu disusun statuta Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan yang mengacu kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut di atas, dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah Statuta Akademi Teknik dan
Keselamatan Penerbangan yang dimaksudkan sebagai pedoman dasar
dalam merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan
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kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta sebagai rujukan dalam
mengembangkan peraturan umum, peraturan akademik dan tata cara
operasional.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar yang
selanjutnya disebut ATKP Makassar adalah perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah di bawah Kementerian Perhubungan
yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.

2. Statuta ATKP Makassar merupakan anggaran dasar bagi ATKP
Makassar yang digunakan sebagai rujukan pengembangan peraturan
umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional dalam
penyelenggaraan ATKP Makassar.

3. Pendidikan vokasi ATKP Makassar merupakan Pendidikan Tinggi
yang menyiapkan peserta didik untuk pekerjaan dengan keahlian
terapan di bidang penerbangan.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni, melalui pendidikan, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat.

5. Dosen tetap adalah dosen yang mempunyai jabatan fungsional dosen
yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ATKP Makassar yang
bekerja penuh waktu.

6. Dosen tidak tetap adalah tenaga pendidik yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil di Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan yang
sedang menduduki jabatan struktural dan/atau PNS/non PNS di
dalam/luar Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan yang
bekerja separuh waktu.

7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi ATKP Makassar antara lain pustakawan, tenaga administrasi,
laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi.

8. Pendidik ATKP Makassar adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai
dosen, konselor, pengasuh taruna, tutor, instruktur, fasilitator, dan
sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi
dalam menyelenggarakan pendidikan.


